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Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Jabatan Fungsional Pengawas 

Farmasi dan Makanan yang profesional sesuai standar 

kompetensi teknis yang sudah ditetapkan serta pola 

karier yang transparan dan adil, perlu dilakukan uji 

kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi 

dan Makanan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang 

Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan 

Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1714);  

5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan;  

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan 

Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka 

Kreditnya; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI 

KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 

FARMASI DAN MAKANAN DI LINGKUNGAN BADAN 

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, 

adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

3. Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 

untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional 

pengawasan Sediaan Farmasi, Produk Biologi, Suplemen 

Makanan, Bahan Berbahaya dan Makanan. 

4. Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas 

Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Uji 

Kompetensi Teknis adalah proses uji dan penetapan atas 

jenis dan tingkat kompetensi yang dikuasai oleh 

Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan standar 

kompetensi teknis Pengawas Farmasi dan Makanan. 

5. Kompetensi Umum adalah kemampuan dan karakteristik 

yang wajib dimiliki oleh Pejabat Fungsional Pengawas 

Farmasi dan Makanan berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam 

semua fungsi pelaksanaan tugas pokoknya. 

6. Kompetensi Inti adalah kemampuan dan karakteristik 

yang wajib dimiliki oleh pejabat fungsional Pengawas 

Farmasi dan Makanan yang merupakan inti dari masing-

masing fungsi atau sub fungsi pelaksanaan tugas 

pokoknya. 

7. Kompetensi Pilihan adalah kemampuan dan karakteristik 

yang dapat dimiliki oleh pejabat fungsional Pengawas 
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Farmasi dan Makanan yang merupakan pilihan diluar 

kompetensi inti dalam menambah kompetensi 

pelaksanaan tugas pokoknya dan/atau dalam rangka 

mempersiapkan Pengawas Farmasi dan Makanan untuk 

dikembangkan pada jenjang karier Jabatan Fungsional 

Pengawas Farmasi dan Makanan yang lebih tinggi dari 

jabatannya saat ini. 

8. Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas 

Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut 

Sertifikat adalah bukti pengakuan tertulis atas 

kompetensi teknis Pengawas Farmasi dan Makanan yang 

diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai 

pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan 

Makanan. 

9. Tim Penilai Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional 

Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya 

disebut Tim Penilai Uji Kompetensi adalah Tim yang 

dibentuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan yang terdiri dari pejabat struktural dan/atau 

pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan 

kompetensi dan persyaratan lain untuk melakukan 

kegiatan Uji Kompetensi Teknis. 

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

 

Pasal 2 

Uji Kompetensi Teknis bertujuan untuk: 

1. menjamin mutu kegiatan pengawasan farmasi dan 

makanan; 

2. menjamin profesionalitas pejabat fungsional Pengawas 

Farmasi dan Makanan; 

3. memelihara dan meningkatkan kompetensi pejabat 

fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; 

4. mengembangkan profesi pejabat fungsional Pengawas 

Farmasi dan Makanan; 
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5. melakukan pembinaan karier pejabat fungsional 

Pengawas Farmasi dan Makanan; 

6. memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi 

teknis pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan 

Makanan; dan 

7. melakukan evaluasi penempatan pegawai dalam Jabatan 

Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. 

 

Pasal 3 

Uji Kompetensi Teknis dilakukan dengan prinsip:  

1. valid yaitu menilai apa yang seharusnya dinilai sesuai 

dengan syarat kompeten; 

2. reliabel yaitu uji kompetensi bersifat konsisten dan dapat 

menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun 

dilakukan pada waktu, tempat, dan penilai berbeda; 

3. fleksibel yaitu bersifat tidak mengikat dan sesuai dengan 

kondisi peserta dan tempat pelaksanaan uji; dan 

4. adil yaitu tidak bersifat diskriminasi dan sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditetapkan. 

 

Pasal 4 

Uji Kompetensi Teknis dilakukan untuk menilai dimensi 

kompetensi sebagai berikut: 

1. penguasaan konsep dan bisnis proses pengawasan 

farmasi dan makanan secara umum; 

2. penguasaan tugas pekerjaan utama pejabat fungsional 

Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan 

fungsinya, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan 

dan sikap kerja yang ditunjukkan dengan unjuk kerja 

yang dipersyaratkan dalam setiap unit kompetensi yang 

diujikan; 

3. pengelolaan tugas pekerjaan lain yang mendukung tugas 

pekerjaan utama pejabat fungsional Pengawas Farmasi 

dan Makanan; 

4. penanganan masalah pekerjaan dan hal yang tidak 

terduga; 
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